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BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 1@ TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN

Menimbang

Mengingat

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintzh Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemernintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

bahwa wuntuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286};

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4347);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 (entang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesin Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6+410);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
scbagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemenintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 21 Tahun 201 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Benita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537} sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
121/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1341);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang
Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1864);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1700);
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13. Peraturan Menten Keuanpan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang

Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk
Mendukung  Pelaksanann  Kepiatan  Intervensi  Pencepahan
Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesin Tahun
2019 Nomor 530);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020
{Lembaran Dacrah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun
2019 Nomor §);

. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan
Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan
Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas-Dinas Dacrah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan
serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita
Dacrah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019
Nomor 24); -

16. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun

2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018

Nomor 70);
17. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 71 Tahun

2018 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komenng Ulu Timur

Tahun 2018 Nomor 71).
MEMUTUSKAN :

GAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG
PETUNJUK  TEKNIS PENGGUNAAN,  PELAKSANAAN DAN

PENETAPAN RINCIAN  DANA DESA SETIAP DESA  YANG
BERSUMBER DAR!I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020.

PERATURAN BUPATI O

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
kesud dengan

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimi |
n Komering Ul Timur.

1. Kabupaten adalah Kabupalen Op
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2. Pemerintal wdpnloh Pemerintnh Balsipaten Opnn Komering Ulu
Timur,

3. Bupati adalah Bupati Opnn Komering Ula Timur,

4. Sckretanis Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur,

5. Dinas Pemberdnyann Mosyaraknt don Desn, yong selanjutnyn
disebut Dinas PMD adalnh Dinns Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

6. Bodan Pengeloloan Keuanpan dan Asel Dacrah, yang selanjutnya
discbut BPKAD ndalah Badan Penpelolaan Keuangan dan Aset
Dacrah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

7. Kepala Dinas Pemberdayann Masyarakal dan Desa adalah
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur,

8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian
wilayah dan Daernh Kabupaten Ogan Komening Ulu Timur yang
dipimpin oleh Camat Kab_paten Ogan Komering Ulu Timur.

9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenanp untuk
mengatur dan menpgurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional vang diakui dan dithormati
dalam sistem pemerintahan  Negara Kesatuan  Republik
Indonesia.

10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara vang diperuntukkan bagm Desa
yang ditransfer meclalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kata dan digunakan untuk memhbiayai
penyelenggaraan  pemenntahan, pelaksanaan  pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat,

11. Pemenintahan Desa adalah penvelenggaraan urnisan
pemerintahan dan kepentingan masyarakal setempat dalam
sistemn pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pemenntah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Desa sebapai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa,

13. Jumlah Desa adalah jumlah Desa vang ditetapkan cleh Menten
Dalam Negeri.

14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerininhnn yang anggotanya merupakan
wakil dan penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis,

15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa vang
dapat dinilal dengan uing sertn sepaln sesuntu berupa tang dan
barang yang berbubungon  denpan pelaksanonn hak dan
kewajihan desa.
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Pengelolann Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan
dan Pertanggungjawaban Keuanpan Dega. | '
Rencana Pembangunan Jangkn Menengal Desa, sclanjutnya
disingkat RPJM Desa, adnalah Reneana Kegintan Pembanpunan
Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. '

. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut PRPDes

adalah  Penjabaran  dari Reneana Pembangunan  Janpka
Menengah Desa (RPJM Desn) untulk Jangka waktu | (satu) tahun,

- Anggaran Pendapatan dan Belanjan Desa, selanjutnya disebut

APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
Desa.

Peraturan  Desa adalah  peraturan perundang-udangan  yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa yang
meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan
lokal berskala Desa, kewenanpan vyang ditugaskan oleh
Pemenntah, Pemerintah Dacrah Provinsi, atau Pemerintah
Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, - atau Pemerintah
Daerah Kabupaten sesuai dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup
dan  kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan  kesejahteraan masyarakat  dengan
meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perlaku,
kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber dava
melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas
kebutuhan masyarakat Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilthan kegiatan yang
didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya
untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat
desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat
produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber dava,
tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan
upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat,

Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke Rekening Kas

Desa [RKD). ‘ | -
Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari Rekening Kas

Desa (RFD).
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28. Pendapatan adnlah semun penerimaan desa dalam | (aatu) tahun
anggaran yang menjadi hale desa dan tidak perlu dileembalilan
oleh desa.

29. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimann dean yang
berasal dari Pendapatan Asll Desa, Bagi Hasil Pajale dan
Retribusi Dacrah, Alokasi Dana Desa, Dana Deaa, bantian edari
Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jnwa Tenpah dan Pemerintah

Daerah, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga serta pinjaman

desa.
30. Kenangun Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang

dapat dinilai dengan vang serta segala sesuatu berupa vang dan

barang yang berhubungan denpan pelaksanaan hak dan

kewsnjiban Desa,
31. Pengelolaan Kenangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

32. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan
kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan

diterima kembali olch desa.

33. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan vang perlu dibavar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun
anggaran berikutnya.

34. Pemegang Kekuasaan Pengeloluan Keuangan Desa, yang
selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan
nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menvelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

35. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat
PPKD, adalah perangkat Desa, yang melaksanakan pengelolaan
keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang
menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

36. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan
sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan
tugas sebagai koordinator PPKD,

37. Kepala urusan, yang selanjutnya disebut kaur, adalah perangkat
desa yang berkedudukan sebagai unsur stal sekretanat desa
yang menjalankan tugas PPKD,

38. Kepala seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat
desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang
menjalankan tugas PPKD,

39. Pemerintah Pusat, yang sclanjulnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesin  yang memegang Kekuasaan
Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

40. Anggaran Pendapatan dan Belanjn Negara, yang selanjutnya
disingkat APBN, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah
Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
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41. Transfer ke Dacrah adalah baginn dan Belanja Negara dalam
rangka mendanal Pelaksanann  Desentralisasi Fialka bertpa
Dana Perimbangan, Dany Otonomi Khusus, dan Dana Transfer
Lainnya,

42. A‘ngj;m'nn Pendapatan don Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat  APDD, adalah  Rencana Kevnangan  Tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemernintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralyat Daerah, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerals,

43. Rekening Kas Umum Negara, vang selanjutnya disinglat RRUN,
adalah  Rckening  tempat  Penyimpanan Uang Negara  vang
ditentukan oleh Menteri Keuanpan selaku Bendahara Umum
Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan
membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.

44. R:2kening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD,
adalah Rekening tempat Penyimpanan Uang Daerah vang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank
yang ditetapkan.

45. Rekening Kas Desa, yang selanjutnva disingkat RKD adalah
tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yvang menampung
seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank
yang ditetapkan dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan
Kaur Keuangan.

46. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnva disebut BUMDesa, adalah
badan wusaha vang seluruh atau sebagman besar modalnya
dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung vang
berasal dari kekayaan Desa vang dipisahkan guna mengelola
aset, jasa pelavanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarmya
kesejahteraan masyarakat Desa.

47. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tdak dapat
dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

48. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan

desa dengan belanja desa,
49, Defisit Anggaran Desa adalnh selisih kurang antara pendapatan

desa dengan belanja desa.

50. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama 1 [satu) periode anggaran,

51. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA
adalah dokumen yang memuat rincian seliap kegiatan anggaran
yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan

yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam APBDes.
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Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang sclanjutnya
disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan
rincian  kematan, anpggaran  yang  disediakan  dan  rencana
penarikan  dana  untuk  kegiatan yang akan dilaksanakan
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan
APBDes dan/atau Perubahan Penjabaran APBDes.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya
disingkat DPAL adalah dokumen yang memunt kegiatan,
anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan
vang anggarannya  berasal darit  SILPA  tahun anggaran
scbelumnya.

Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan
pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa oleh Pemecrintah Desa, baik dilakukan melalui
swakelola dan/atau penycdia barang/jasa.

. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah

tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, terdin dari
unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan
desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Rencana Anggaran Kas Desa vang selanjutnya discbut RAK Desa
adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas
keluar yang digunakan mengatur Penarikan dana dan rekening
kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA
yvang telah disahkan oleh kepala desa.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen pengajuan untuk mendanal kegiatan
pengadaan barang dan jasa.

Menteri Keuangan, yang selanjutnya disebut Menteri, adalah
Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang
Keuangan Nepara.

Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BRAD,
adalah sebuah Lembaga yvang dibentuk atas dasar Kesepakatan
Antar Desa di dalam satu wilayah Kecamatan.

Aparat Pengawas Internal Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat APIP adalah Inspektorat daerah kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur.

BAB 11
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

Memberikan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan Kewenangan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai

Dana Desa,

Pasnl 3

Prioritas penggunaan Dana Desa didnsarkan pada prinsip-prinsip

a.

b.

Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepenungan seluruh
warga Desa tanpa membeda-bedakan;
Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa
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yang lebih mendeank, lebil dibutubkan dan  berhubungan
langsung dengan kepentingan aebaginn beaar maayarakat Dean;,

c. Terfokus, dengan mengutamakan pilihan pengrunoan Dana Deaa
padn 3 (tign) sampai dengan 5 {lima] jenis kegintan sesuai dengan
kebutuhan sesuai prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dan
Desa, dan tidak dilnkukan proktile penprunaan Dana Desa vang
dibag rata.

d. Kewenanpgan Desa, dengan mengutamakan kewenangan halk asal
usul dan kewenanpgan lokal bersknla Desa;

e. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas dan
peran seria masyarakat Desa;

f. Swakelola, dengan mengutamnkan kemandirian Desa dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana
Desa.

g. Berdikan, dengan mengutamakan pemanfaatan Dana Desa
dengan mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai
kegiatan pembangunan vang dikelola dari, oleh dan untuk
masyarakat Desa schingga Dana Desa berputar secara
berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau kabupaten.

h. Berbasis sumber dava Desa, dengan mengutamakan
pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam
yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang
dibiayai Dana Desa.

i. Tipologi Desa, dengan memperliimbangkan keadaan dan
kenyataan karakteristik peografis, sosiologis, antropologis,
ekonomi, dan ekologi D sa yang khas, serta perubahan atau
perkembangan dan kemajuan Desa.

BAB IlI
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 4
Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ula
Timur Tahun Anggaran 2020, dalokasikan secara merata dan
berkeadilan berdasarkan :
a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi;
c. Alokasi Kinerja; dan
d. Alokasi formula.

Pasal 5
Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota
dibagi jumlah desa sehagaimana telah ditetapkan dalam lampiran
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
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Pasal 6

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagnimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sanpat
Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tingepd.,

(2) Besaran Alokasi Afirmasi sclinp Desa sebnpaimana dimaksued
pada ayat (1} dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Keuangan mengenni Tata Cara Penpalokasinn  Dana
Desa,

Pasal 7
Alokasi kinerja sebagaimana dimalksud pada Pasal 4 huruf c, dibagi
kepada desa-desa dengan kinerjn terbaik dalam pengelolaan
keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output)
Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa,

Pasal 8
Penghitungan alokasi kinerja setinp Desa scbagaimana dimaksud
pada Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan bobot schagar berkut:
a. Pengelolaan keuangan desa denpan bobot 20%;
b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%:
c.  Capaan keluaran (output) Dana Desa dengan bobet 25%; dan

Capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 9

(1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 8 huruf a
dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan
APBDes dan  rasio  belanja bidang pembangunan dan
pemberdayaan terhadap bidang APBDes.

(2) Pengeloaan dana desa sebagaiman pada pasal 8 huruf b dinilai
dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan
pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana
desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara
swakelola.

(3) Capaian keluaran (output) Dana Desa sebagaimana pada pasal 8
huruf ¢ dinilai dari perse ntase realisasi anggaran dana desa dan
persentase capaian output dana desa.

(4) Capaian hasil (outcome) pembangunan desa sebagaimana pada
pasal 8 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan
status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah
penduduk miskin.

Pasal 10

Alokasi formula sebapaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d,
dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan,
luas wilayah, dan indeks kesulitan geograflis yang bersumber dari
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kementerian  yang  berw, nang - dan/atay lembapn vang
menyelenggarakan ursan pemerintahan i bidang statistik sertn
dinas/Instansi terkait,

Pasal 11

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebogaimana dimaksud

pada Pasal 9 dilalukan denpan menggunakan formula  sebagai
berikut : '

AF Desa = (0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,35 * Z4)} * AF

Kab/Kota

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setinp Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Desa kabupaten Opan Komering Ulu
Timur,

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin  setiap  Desa
terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
Ogun Komering Ulu Timur,

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas
wilayah Desa kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur.

24 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa
kabupaten Cgan Komering Ulu Timur,

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Ogan Komenng Ula

Timur.

Pasal 12
Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur Tahun Angearan 2020 sebagsimana
tercantum dalam Lampiran | Peraturan Bupati Ogan komering Uly
Timur ini, denpgan Rincian Alokasi Transfer ke Daeralh scbesar
Rp. 247.813.919.000,- (Dua ratus empat puluh tujuh milvar delapan
ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).

BAB IV
PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA DESA
Paragral |
Tahapan Penyaluran
Pasal 13

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalni pemotongan Dana Desa  setinp  Daerah
Kabupaten/Kota dan Penyaluran dana hasil pemotongan Dana
Desa ke RKD,
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(3)

(4)

(5)

]

Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan
Penyaluran dana Hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan sur
pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati/Walikota,
Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksucd pada ayat (1)

dilakukan sccara bertahap, dengan ketentuan sebagai berilat -
a.

at

tahap [ paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan

Juni sebesar 40% (Empat puluh persen);

b. tahap Il paling cepat bulan Marel dan paling lambat minggu
keempat bulan Agustus scbesar 40% (empat puluh persen):
dan

¢. tahap Il paling cepa bulan Juli sebesar 20% (Dua puluh
persen).

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap | dilaksanakan

setelah  Bupati melalui Camat telah menerima Dokumen

Penyaluran dan Kepala Desa Berupa

(Camat menyampaikan Arsip dokumen kepada Kepala Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah (BPKAD) melalui Kepala

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur|

1. Surat Pengantar dan Kepala Desa.

2. Peraturan Desa mengenai APBDes yang sudah disahkan dari
Kepala Desa dengan lampiran :

Lampiran la - Perdes APBDes.

Lampiran 1b - Perdes APBDes,

RAB 1 - Rincian Anggaran Pendapatan.

RAB 2 - Rincian Anggaran Belanja,

RAB 3 - Rincian Anggaran Pembiayaan.

Ringkasan APBDes 1b per sumber dana (PAD, ADD, DDS,

I BH, PBK, PBP, SWD, DLL).

g. [Lampiran Berita Acara Hasil Musyawarah BPD)

3. Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDes yang
sudah disahkan dan Kepala Desa. Dengan lampiran :
a. Lampiran lc - Penjabaran APBDes.

4, Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa
(RKP Desa) berserta lampiran.

5. Peraturan Desa mengenai Kewenangan berdasarkan hak asal
usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

6. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, (jika tersedia);

7. Rencana Anpgaran Kas Desa (HAK), Rencana Kegiatan dan
Anggaran (RKA), Rencana Kegiatan Desa (DPA), dan Kegiatan
Lanjutan (DPAL) (jika ada),

8. Fotocopy Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan
Kepala Desa,

9. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desna tentang PKPKD.

10. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang PPKD,

11. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang TPK

(Tim Pelaksana Kegiatan).

SR anop
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(7)

(8)

9]
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12. Fotocopy Surat Penpanpkatan Kaur Keuanpan dari Kepala
Desa.

13. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Kenangan.

14. Fotocopy Bulku Nomor Relkening Desa.

15. Fotocopy NPWP Desa.

16. Lembar Verifikasi dan Kelenpgkapan Berkas Desa. (lenpkap,
benar danssah). (Lampiran [1.a).

17. Lembar  Verifikasi dan  Kelengkapan Berkas Desa  dari
Kecamatan (lengkap, benar dan sah). (Lampiran [1Lb),

18. Lembar Evaluasi APBDesa yang sudah disctujui  Bupati
melalui camat atau sebutan lain guna pengajuan Rancangan
Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang
Perubahan  APBDesa  sebelum  APBDes  Disahkan,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11l Peraturan Bupati
Ogan Komering Ulu Timur ini.

19. Lembar Evaluasi Komposisi Belanja APBDesa yang telah di
tandatangani oleh Tim Evaluasi APBDesa Lampiran [V
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur ini.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap 11 dilaksanakan

setelah bupati melalui Camat menerima laporan realisasi

penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya dan  Kepala Desa, Selanjutnya  Camat
menyampaikan Laporan tersebut kepada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering

Ulu Timur.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap [l dilaksanakan

setelah bupati melalui Camat menerima laporan realisasi

penyerapan dan capaian outpu! Dana Desa sampai dengan tahap

I dari Kepala Desa, serta Laporan Konvergensi Pencegahan

Stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya (Lampiran V),

Selanjutnya Camat menyampaikan Laporan tersebut kepada

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah (BPKAD) melalu

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan

Kumering Ulu Timur.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian Keluaran Dana Desa

sampai dengan tahap | sebagaimana dimaksud pada avat (6),

menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling  sedikit

sebesar 50% (Lima pululy persen| dan rata-rata capaian keiuaran
menunjukkan paling sedikil sebesar 35% (Tiga Puluh lima
persen|,

Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

sampai Tahap Il menunjukan rata-rata realisasi penyerapan

paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata
capaian keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 75% (tujuh

puluh lima persen|; dan

{10)Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun

anggaran sebelumnya.
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(11)Capaian output sebagaimana dimalesud pada ayat (6) dan  avat
(7) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari
scluruh kegiatan.

(12)Penyusunan laporan realisnsi penyerapan dan capaian output
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan
sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat
kegiatan, uraian output, volume output, carn pengadaan, dan
capaian eulput,

(13)Laporan realisasi penyerapan dan capaian oufput Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan
dalam  bentuk  dokumen elektronik  (softcopy)  dengan
menggunakan aplikasi Siskeudes untuk di ekspor ke aplikasi
OM-5PAN DJPB Kemenlkeu,

(14)Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat
(10) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat
memutakhirkan tabel referensi data denpan mengacu  pada
peraturan yang diterbitkan oleh kementenan/lembaga terkair.

Paragraf 2
Persyaratan Pencatran Dana Desa
Pasal 14
(1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa
untuk anggaran Lanjutan (DPAL) atau Tahap I kepada Bupati Cq.

Camart, dan selanjutnyva Camat menyampaikan Arsip  kepada

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

melalui Kepala Dinas Pemberdayvaan Masyarakat dan Desa,

dengan melampirkan :

a. Surat Pengantar dari Desa.

b. Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS). (Lampiran V]|.

c. Laporan Realisasi Penpgunaan Dana Desa Tahap Akhir tahun
Anggaran sebelumnya.

d. Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa
vang sudah disahl \n untuk tahun beralan, dengan
lampiran :

a. Ringkasan APBDes Dana Desa Tahun beralan.
b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Dan Desa tahun
herjalan dengan dilampirkan RAB Gambar.

¢, Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai Kode Rekening
Kepiatan dan Belanjn Pada  Siskeudes untulk Anggaran
Lanjutan atau tahap I, (Lampiran V1),

f. Surat Pernyataan Tanggunginwab Kepaln Desa tentang
Penggunaan Dana Desa tahap Akhir tahun sebelumnya,
bermaterai Rp. 6,000 (enam ribu). (Lampiran V).
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Sural Pernyataan Fakta Intepritas Tangmingjawab Mutlak
Penggunaan Dana Desa, hermaterai Rp. 6.000 (enam ribu)
(Lampiran 1X).

Foto Copy Bukti Sctor Pajak Kegiatan tahap Tahun lalu.

Foto Copy Bukti Setor Balile Sisn dana tahun lalu (jika ada),
Menumukan Bukti Pertanpgunpinwaban Taliap alchir tahun
schelunmya kepada pihak Keeamatan (Arsip disampaikan
kepada Kecamatan),

Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk
Permohonan Pencairan. (lengkap, benar dan sah), (Lampiran
X.a),

Surat Pengantar dard Kecamatan,

Surat Permohonan Pencairan desa dari Kecamatan.

Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk
Permohonan Pencairan yang di verifikasi oleh Kecamatan.
(lengkap, benar dan sah). (Lampiran X.b).

Pasal 15

Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa
Tahap I atau Tahap 1l kepada Bupati Cq. Camat, dan selanjutnya
Camat menyampaikan Arsip kepada Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daecrah (BPKAD) melalui Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan melampirkan :

a.
b.

C.

o

Surat Pengantar dani Desa.

Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS). (Lampiran VI).
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa untuk Anggaran
Lanjutan atau Tahap I tahun anggaran berjalan.

Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai Kode Rekenmg
Kegiatan dan Belanja Pada Siskeudes tahap 1 atau Tahap II
(Lampiran VII).

Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa tentang
Penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya tahun benalan,
bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu). (Lampiran VIII).

Surat Pernyataan Fakta [ntegritas Tanggungjawab Mutak
Penggunaan Dana Desa, bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu)
(Lampiran IX).

Foto Copy Bukti Setor Pajak Kegiatan tahap sebelumnya.
Foto Copy Bukti Setor Balik Sisa dana tahap sebelumnya
tahun berjalan (Jika ada).

Menunjukan Bukti Pertanggungjawaban tahap sebelumnya
kepada pihak Kecamatan (Arsip disampaikan kepada

Kecamatan).
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Lembar Venfikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk
Permohonan Pencairan. (lenpkap, benar dan sah), (Lampiran
X.a),

Surat Pengantar dari Keeamatan,

Surat Permohonan Pencairan desa dari Kecamatan,

. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk

Permohonan Pencairan yang di verifikasi oleh Kecamatan,
(lengkap, benar dan sah). (Lampiran X.b).

Pasal 16

(1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa
Tahap Il atau Tahap 11l kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Cq. Camat, dan sclanjutnya Camat menyampaikan Arsip kepada
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah (BPKAD)
melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
dengan melampirkan :

a.
b.

c.

LA

Surat Pengantar dari Desa.

Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS). (Lampiran VI).
Laporan Realisasi Pengpunaan Dana Desa Tahap [ atau TI
tahun anggaran berjalan.

Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai Kode Rekening
Kegiatan dan Belanja Pada Siskeudes tahap Il atau Tahap IIL
{Lampiran VII).

Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa tentang
Penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya tohun beralan,
bermaterai Rp. 6.000 (cnam ribu). (Lampiran VIII),

Surat Pernyataan Fakta Integritas Tanggungjawab Mutlak
Penggunaan Dana Desa, bermaterai Rp. 6.000 (enam nbu)
(Lampiran IX).

Foto Copy Bukti Setor Pajak Kegiatan tahap sebelumnya.

Foto Copy Bukti Setor Balik Sisa dana tahap sebelumnva
tahun berjalan (Jika ada).

Menunjukan Bukti Pertanggungiawaban Tahap sebelumnya
kepada pihak Kecamatan (Arsip disampaikan kepada
Kecamatan). ‘

Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk
Permohonan Pencairan, (lengkap, benar dan sah), (Lampiran
H.a),

Surat Pengantar dari Keeamatan,

Surat Permohonan Pencairan desa dan Kecamatan.

Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dart Desa untuk
Permohonan Pencairan yang di verifikasi oleh Kecamatan.
(lengkap, benar dan sah). (Lampiran X.b).
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Pasal 17

(1) Camat melalui Kasi Pemberdayaan  Masyarakat  dan Desa

(2)

(3)

(1)

2

—

Kecamatan  mengadakan  penclitian - berkas  kelengkapan

permohonan sebagai bertkut

a. Memenksa secara rinet lampiran permohonan pencairan,

b. Dalam hal permohonan pencairan tidak memenuhi syarat,
Camat melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kecamatan memerintahkan penerima Dana  Desa untuk
melenpkapi dan/atau memperbaiki Permehonan Pencairan;
dan

c. Sctelah permohonan pencairan diteliti dan  dinyatakan
mementhi syarat lengkap, benar dan sah pada dokumen Cek
List Kelengkapan berkas, selanjutnya Camat menyampaikan
permohonan tersebut kepada Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD melalui Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa untuk meminta Surat Pemohonan
Persetujuan Pencairan Dana Desa bagi  desa, guna
disampaikan kepada Bank Sumsel Babel sebagai pengantar
dengan melampirkan Surat Pemohonan Pencairan dar Desa
dan Kecamatan.

Penarikan/pencairan uang tunai di Bank, Kaur Keuangan
harus mengajukan  giro per kegiatan sesuai  Rencana
Penggunaan Dana (RPD) yang diajukan sesuai dengan alat
pembayaran yang sah. ( 1 Giro untuk 1 Kegatan ).

Penerima Dana Desa bertanggungjawab penuh baik formal
maupun material atas penggunaan dana yang diterimanya sesuai
dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BABV
PENGGUNAAN DANA DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18
Dana Desa digunakan untuk membiayai :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa,

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan
Mendesak Desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan
sesuai denpgan kebuluhan Desa yang telah ditvangkan dalam

RKP Desa. (lampiran Xi|.

& Q0o op
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(3) Klasifikasi belanja scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang
terjadi di Desa,
Bagian Kedua
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kesatu
ayat (1) huruf a dibagi dalam Sub Bidang :
a Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan
operasional pemerintahan desa;
Sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
¢ Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan
kearsipan;
d Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan
pelaporan; dan
e Pertanahan.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kesatu
ayat (1) huruf b dibagi dalam Sub Bidang :

a Pendidikan:

b Kesehatan;

¢ Pekerjaan umum dan penataan ruang;

d Kawasan pemukiman;

e Kehutanan dan lingkungan hidup;

f Pehubungan, komunikasi dan informatika;

g Energi dan sumber daya mineral; dan

h Pariwisata

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kesatu

ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang :

a ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat;

b kebudayaan dan kegamaan;

¢ kepemudaan dan olah raga; dan

d kelembagaan masyarakat

Klasifikasi belanja sebag: ‘mana dimaksud dalam Bagian Kesatu

ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang :

a kelautan dan perikanan;

b pertanian dan peternakan,

c peningkatan kapasitas aparatur Desa,

d pemberdayaan perempuan, perlindungan  anak  dan
keluarga,

e koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;

{ dukungan penanaman modal; dan

g perdagangan dan perindustrian.
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kesatu

ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang :
a penanggulangan bencana;

b keadaan darurat; dan

¢ keadaan mendesak.
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(1) Dana Desn sebag,

a0

Bapgion Ketign
aimann dimalkesnd pada hapian keaata ayat [1)
Pelaksanann

untule  membinyai  Bidang
Masyarakat

di  Prioritnskan
Pemberdayann

Pembangunan Desa dan Bidang
Desa, vang meliputi

L. Bidang Pembangunan Dean,

T
a. Penpadann, pembangunan, pengembangan dan

pemeliharann sarana prasararia desa.
pengembangan
lingkungan

a) Pengoadann,  pembanpunan, tlan
pemeliharaan sarann dan  prasarana

pemukiman, antara lain ;

1} Pembangunan dan/alau perbaikan rumah untuk
warga miskin;

2] Penerangan lingkungan pemukiman;

3) Pedestrian;

4) Drainase;
5) Tando air bersih atan penampungan air hujan

bersama;
Pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih

ke rumah pendudul;
7) Alat pemadam kebalkaran hutan dan lahan;

o)

8) Sumur resapan;
9) Selokan:

10) Tempat pembuangan sampah;

11) Gerobak sampah;

12) Kendaraan pengangkut sampabh;

13) Mesin pengolah sampah:

14) Pembangunan ruang terbuka hijau;
15) Pembangunan bank sampah desa; dan
16) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya

yang sesuai dengan kewenangan desa

diputuskan dalam musyawarah desa.
pengembangan  dan

pembangunan,
transportasi,

b) Pengadaan,
tlan prasarana

pemeliharaan  sarana

antara lain :
1) Perahu/ketiting bagi desa-desa di kepulanan dan

kawasan DAS;
2) Tambatan perahu;
3] Dermaga apung;
4) Tambat apung (huoy);
5) Jalan pemukiman;
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6) Jalan  desa antara permukiman ke  wilayah
pertanian,

71 Jalan poros desa;

8) Jalan desn antara permukiman ke lokasi wiaatn;

9)  Jembatan desa;

10) Gorong-gor ng;

11) Ternunal desa; dan

12) Sarana prasarana tranaportasi lainnya yang sesuai
dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam

musyawarah desa,

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara

laimn:

1} Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

2) Pembangkit listrik tenaga diesel;

3)  Pembangkit listnk tenaga matahari;

%) Pembangkit listrik tenaga angin;

5) Instalasi biogas;

6) Janngan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN);

dan
7) Sarana prasarana energi lainnya yang sesuai
dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam

musyawarah desa.

Pengadaan, pembangunan,
pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan

komunikasi, antara lain :
1) Jaringan internet untuk warga desa;

Pemanfaatan dan

2) Woebsite desa;
3) Peralatan pengeras suara (loudspeakery;
4] Radio single Side Band (SSB}; dan

5) Sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai
denpan kewenangan desa dan diputuskan dalam

musyawarah desa,

Penmgleatan Kualitas dan Alkses terhadap pelavanan sosial

dasar,

a)

pengembangan  dan

Pengadaan,  pembanpunan,
kesehatan, antara

pemeliharaan  saranua  prasarana
lain:

1) Air bersih berskala desa;

2} Jambanisasi;

3) Mandi, cuci, kakus (MCK);

4) Mobil/kapal motor untuk ambulance desa;
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I Baloi pengobatan,
0} Posvandu;

) Poskesdes/polindes.
8) Posbindu:

Y) Tikar tumbuhon (alnt ukur lingyn
bavi) sebagni medin deteksi dini stunting;

10) Kampanye desa bebos BAL sembarangan (BARS);

bavelan tntulk

dan

11} Sarana prasarana kesehatan lninniyn vang sesuai
dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam
musyawarah desa.

pembangunan, penpembangan  dan

Pengadaan,
prasarana  pendidikan  dan

pemeliharaan  sarana
kebudayaan, antara lain :

1) Taman baca masyarakat;
2] Bangunan "AUD bagi desa yang belum ada gedung
PAUD;

3] Pengembangan
PAUD untuk PAUD HI:

%) Buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;

bangunan /rehabilitasi gedung

5) Wahana permainan anak di PAUD:
6) Taman belajar keagamaan;
Sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas

anak;
Pembangunan atau renovasi sarana olahraga desa;

8)
@) Bangunan perpustakaan desa;

10) Buku/bahan bacaan:

11) Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
12} Gedung sanggar seni/ruang ckonomi kreatif;
13) Film dokumenter;

14) Peralatan kesenian dan kebudayaan;

15) Pembuatan galeri atau museum desa;

16) Penpadaan media komunikasi, informasi,
edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan
isu analk lain, keluarga

dan

ithu dan anak serta
berencana dan kesehatan reproduksi di desa;

17) Sarana dan prasarana perjalanan anal ke dan dari
sekolah yang aman bagi anale; dan

18) Sarana prasarana pendidikan  dan kebudayaan
lainnya yang sesual dengan kewenangan desa dan
diputuskan dulam musyawaral desa,
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[,
It:np,:ulann. pembanpgunan, penpemhbangan tlan
pemeliharaan sarang prasarana usahn ekonoini desa

i)

Pengnd.'mn. ]n:mlmnmumn. pengembanpgan  dan
pemeliharaan  sarnnn pPrasarann produksi  dan
pengolahan hasil usaha pertanian dan/atnn perilkanan
untuk  ketahanan pangan  dan  usaha pertanian
berskaln  produkr vang  difokuskan  kepada
pembentukan dan pengembangan produk tngenlan
desa dan/atau produk ungpulan kawasan perdesasn,

antara lain :
1} Bendungan berskala kkecil;

2} Pembangunan atan perbaikan embinge:

3)  lIrigasi desa;

4] Pencetakan lahan pertanian;

9] Kolam ikan:

6) Kapal penangkap ikan;

7)  Tempat pendaratan kapal,;

8} Tambak garam;

9) Kandang ternak:

10) Mesin pakan ternak;

11) Mesin penetas telur;

12) Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian

(saprotan);
13) Pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah,

Jagung, kopi, coklat dan kopraj;
14) Embung desa;
15) Gudang pendingin (cold storage);
16} Sarana budidaya ikan (benth, pakan, cobat, kincir

dan pompa air);
17) Alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan,

jaring, pancing dan perangkap);
18) Alat bantu penangkapan ikan

lampu);
19) Keramba jaring apung;

20) Keranjang ikan;
21} Alat timbangan dan ukur hasil tangkapan;

[rumpon  dan

22] Alat produksi es; N
23) Gudang desa (penyimpanan komoditas
perkebunan dan perikanan);

24) Tempat penjemuran ilan; dan
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25) Sarnna dan prasarana produkst dnn penpgolahan
hasil  pertanian  lainnya yang  seauai  denpan
kewenangan  desa dan diputuskan  dalam
musyawarah desa,

Penpadaan, pembanpunan, pemaniantan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa sertn usahn
mdustri keal  dan/atau industei rdmahan yang
difokuslian kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, antara lain :

1) Mesin jahit;

2) Peralatan bengkel kendaraan bermotor:

3] Mesin penepung ikan,

4) Mesin penepung ketela pohon;

5] Mesin bubut untuk mebeler:

b}  Mesin packaging kemasan;

7)  Roaster kopi;

d) Mesin percetakan;

9) Bioskop mim;

10) Alat pengolahan hasi perikanan;

11} Docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin);

dan

Sarana dan prasarana jasa serta usaha mdustn

kecil dan/aten industri rumahan lainnya vang

sesual dengan kewenangan desa dan diputuskan
dalam musyawarah desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, antara lain :

—
[~

1) Pasar desa;

2) Pasar sayur,

3] Pasar hewan;

4] Tempat pelelangan ikan;

5) Toko online;

6) Gudang ba.ang;

7} Tempat pemasaran ikan; dan

8) Sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang
sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan

dalam musyawarah desa.
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S

pemanfiaton tlan

Pengadann, pembangunnon,
Desa Wisala,

pemeliharaan  sarana dan  prasatana
antarn lain :

1] Ruang pan. dan/atau toilet;

2} Pergola,

J] Gazebo;

4] Lampu taman;

5)  Pagnr pembatas;

6] Pandok wisata;

7] Panggung kesenian/pertunjukan;
8) Kios cenderamata;

9] Pusat jajanan kuliner;

[0} Tempat ibadah;

11) Menara pandang (viewing deck);
12) Gapura identitas;

13) Wahana permainan anak;

14) Wahana permainan cutbound,;
15) Taman rekreasi;

16) Tempat penjualan tileer;

17) Angkutan wisata;

18] Tracking wisata mangrove;

19) Peralatan wisata snorkeling dan diving;

20) Papan inlerpretasi,

21| Sarana dan prasarana kebersihan;

22] Pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio

visuall;

23] Intermet corner; dan
24) Sarana dan prasarana desa wisata laoinnva yang

sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan

dalam musyawarah desa,

pemanfaatan dan

Penpadaan, pembangunan,
pemelitharaan sarana dan prasarana Teknolog Tepat
CGuna (TTG) untul kemajuan ekonomi yang difokuskan
kepada pembentukan  dan  pengembangan  produk

unggulan desa danfatau produk unggulan kawasan
perdesaan, antara lain

1) Pengilingan padi;

2] Peraut kelapa;

3) Penepung biji-bijian;

4) Pencacah pakan ternak;

5) Mesin sangrai kopi;
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0] l‘r'.mutnmg};wnmrin bualy dan sayur;

71 Pompn air,

8] Traktor mini:

9) Desalinasi air lauy:

10) Pengolahan limbal sampah;

11} Kolam budidaya;

12) Mesin pembuat es dari air laut fslurng icej; dan

13) Sarana dan prasarana lainnya yang sesuni dengan
kewenanpan  desa  dan diputuskan  dalam
musyawarah desa,

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan  sarana  prasarana  untuk pelestanan

lingkungan hidup, antara lain ;

a)  Pembuatan ter: sering;

b} Kolam untuk mata air;

¢} Plesengan sungai:

d) Pencegahan kebakaran hutan;

¢} Pencegahan abrasi pantai;

fi Pembangunan talud;

gl Papan informasi lingkungan hidup;
h) Pemulihan stock ikan frestocking) lokal;
1} Rehabilitasi kawasan mangrove;

j}  Penanaman bakau; dan

k] Sarana prasarana untuk pelestarian lingkunpan hidup
lmnnya vang sesuai dengan kewenanpan desa dan

diputuskan dalam musyawarah desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan

bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang

meliputi :
a] kegiatan tanggap darurat bencana alam;
b) pembangunan jalan cvakuasi dalam bencana gunung

berapi;
¢) pembangunan gedung pengungsian;
d) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena

bencana alam;

¢) rehabilitasi dan rekontruks! lingkungan perumahan
vang terkena bencana alimn;

f) pembuatan pela potenst rawan bencane di desn;

g) P3K untuk bencana;
h) Alat Pemadam Api Rinpan (APAR) di desa; don
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1) Sarana prasarana untuk penanggulangan  hencana
yang lainnya sesual denpan kewenangan desa dan

diputuskan dalam musyawarah desa

2. Priontas Bidang Pemberdavann Masvarakat Desa

Program dan Kegiatan dalam lingkup pengembangan kapasitans

masyarakat dan pemenntahan Desn

dalam Pembanminan

Desa meliputs

Pendidikan dan Pembelajaran

Pelatihan
Penmyuluhan; dan

Pendampingan
Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelavanan sosial
dasar.

a)  Pengelolaan kematan pelayanan kesehatan

masyvarakat, antara lain :

1) Pelatihan pengelolaan air minum;

2] Pelayanan kesehatan lingkungan;

3) Bantuan insentif untuk kades PAUD, kader

posyandu dan kader pembangunan manusia

(KPM);

4) Alat bantu penyandang disabilitas;

5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana
yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;

6) Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan
makanan s ‘hat untuk peningkatan gizi bagi balita
dan anak sekolah;

7) Kampanye dan  promosi hak-hak  anak,
ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan
anak serta pencegahan perkawinan anak;

8) Kampanye dan promosi gerakan makan tkan:

G) Sosialisasi gerakan aman pangan;

10) Praktek atau demo pemberian makanan bagi bawvi
dan anak (PMBA), stimulan tumbuh kembas,
PHBS, dan lain-lain di layanan kesehatan dan
sosial dasar desa Posyandu, BKB, PKK, dll};

11) Pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan;

12) Pelatihan pengembangan apotek hidup desa dan
produk holtikultura;

13) Perawatan kesehatan
untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya

dalam merawat anak dan lansia;

14) Penguatan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes);

15) Pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas,
dan kunjungan neonatal;

dan/atau pendampimgan
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16) Pendompingan untukpemberinn THIVIETRLR
stimulasi perkembangan anak, peran avah dalam
pengasuhan, dil;

17]) Sosialisasi don kamponve imunisnsi;

18) Kampanye dan promosi perilnku hidup bersib o dan
schat (PHBS), izt seimbang, pencepgahan penyalat
seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual,
HIV/AID,  tuberkulosis,  hipertensi,  diabetes
mellitus dan gangguan jiwal

19) Sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta
kesehatan reproduksi di tingkat Desa;

20) Kampanye kependudukan, keluarga berencana
dan pembangunan keluarga;

21) Pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga  Sejahtera
(UPPKS);

22) Peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan
pengembangan keterampilan  kelompok UPPKS
berbasis era Digitalisasi;

23) Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang
disabilitas;

24) Pelauhan kader kesehatan masyarakat untulk gz,
kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuh anak,
stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;

25) Pelatihan kader untuk melakukan pendampingan
dalam memberi ASI, pembuatan makanan
pendampingan ASI, stimulasi anak, cara mengosok
gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000
(seribu) hari pertama kehidupan;

26) Pelatthan  kader  kependudukan,  keluarga
berencana dan pembangunan keluarga;

27) Pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan
anak dan perlindungan anak;

28] Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa:

29) Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat
dan pelaku usaha pangan;

30) Penyuluhan kesehatan dampak penggunaan
kompresor dalam penangkapan ikan; dan

31) Kegiatan  pengelolaan  pelayanan  keschatan
masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.
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b} Pengelolaan  kepiatan  pelayanan  pendidikan  dan

kebudayaan, a, tara lain :
1} Bantuan imsentf purufpembing

PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru  taman  belajar
keagnmaan, taman belajar anak dan fasilitator
pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);

2) Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini
secara holistik integratif (PAUD HI):

3] Penyelenggarnon kelas pengasubion/parenting bagi
orangtua anak usia 0-2 tahun;

4) Pembiayaan pelatthan  gurmn  PAUD  tentang
Konvergensi pencepahan stunting di Desa;

2} Pelatthan unruk kader pembangunan manusia
(KPM);

t)) Penyuluhan manfaat data kependudukan bam
kader pembangunan Desa;

7] Pelatihan keterampilan perlindungan anak dan
keternmpilan kerja  bagi remaja yang akan
memasuki duma kerja;

8) Pelatihan dan penyelengaraan kursus seni budava;

9) Bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya,

agama, olahraga, dan pendidikan non formal
lainnya;

10} Pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis,
dan penggunaan media, blog, dan

pembuatan
mnternel  (film, foto. talisan., vieg, dan media
lainnya);

11} Pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan

anak;
12) Pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan
penanganan  kekerasan pada perempuan dan

anak, termasul¢ tindak pidana perdagangan orang;

13) Bantuan pendampingan kepada anak tidak

sekolah (ATS) bagi warga mishing

14) Pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum
anak diterima di satuan pendidikan bagi warga
miskin;

15) Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak
dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang
pendidikan menengah;

16) Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak
berkebutuhan khusus;
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L7} Penyelenpgparann pendidilean keluarg:a dan
penguatan parenting bagi orang tun vang memilile
anak usia selolnh:

q )\ [} : #

18) Pelatihan menenun /imembntil tlenpan
mengeunnkan warnn alam, motif-motif vang sudah
ada dan/atan diciptakan sendiri dan/atay sesuni
tren;

19) Pelatihan  Pembuatan produk/karya kreatif yang
merupakan keunikan/ke- khas-an Desa tersebut
sesuai kebutuhan pasar;

20} Pelatihan alat musik khas daerah selempnat atau
modem;

21) Pelatthan  penggunaan  perangkat produksi
barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir,
kamera, komputer, mesin percetakan;

22) Pelatihan kepada pclaku ckonomi kreatif untuk
berpromosi baik di media online atau offiine;

23) Pelatihan  pelaku  ekonomi  kreatif pemula bagi
masyarakat Desa;

24) Pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif
bagi para pelaku  kreatif, misalnya cara
pendokumentasian melalui tulisan dan visual;

25) Pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam
mengakses permodalan baik di bank dan non-
bank;

26) Pendidikan keterampilan non-formal berbasis
potensi Desa;

27) Pendidikan/pelatihan  konservasi
pesisir; dan
28) Kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.
b. Pengelolaan sarana prasarana  Desa
kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
a) Pengelolaan linglungan perumahan Desa, antara lain
1) Pengelolann sampah berskala rumah tangga;

sumberdaya

berdasarkan

2) Pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan

3) Pengelolaan linglunpan pemukiman lainnya yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan

dalarn musyawarah Desi.
b) Pengelolaan transportasi Desa, antari lain :
1) Pengelolaan terminal Desa;
2) Pengelolaan tambatan perahu; dan
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a)

sarana dan prasarana ekonomi.

-30-

3) Pengelolaan  transportasi Ininnya  yang  seaum

dengan kewenanpan Desn yang diputuslean dalam
musynwaranh Desa,
Pengembangan enerpi terbarukan, antarn lnin
limbah  peternakan untulk

1l Penpolnhnn rnerg
biogas;

21 Pembuatan bioethanol dari ubi kavu:

bekas  menjadi

31 Penpolahan minval  poreng

biodiesel;

Pengelolaan pembanglit listrik tenapga anpin,

5] Pengelolaan energl tenaga matahan;
6) Pelatthan pemanfaatan encrgi tenaga matahari,

dan

7) Pengembangan energ

terbarukan lainnya yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan

dalam musyawarah Desa.
Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :
1) Sistem informasi Desa;
2] Website Desa;
3] Radio kemunitas;
4) Pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil

tangkapan 'tan, dan
Pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya

yang sesual dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

S)

Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan

pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha
pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha
pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau
produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

1) Perbenihan tanaman pangan,
2) Pembibitan tanaman keras;

3) Pengadaan pupuk;

4) Pembenihan ikan air tawar;

5) Pengelolaan usaha hutan Desa;
6) Pengelolaan usaha hutan sosial;
7) Pengadaan bibit/induk termak;

8) Inseminasi buatan;

9) Pengadaan pakan ternak;

10) Tepung tapioka,
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1) Kerupnk:

12] Keripile jamur;
13) Keripik Jjngung;
14] Tkan asin:

15) Abon sapi;

16) Susy sapi;

17) Kopi;

18} Coklat;

19) Karet;
20) Olahan ikan (nugget, bakso, kerupnk, terasi, ikan

asap, ikan asin, ikan rebus dam ikan abon):

L ] "] - # a
211 Olahan rumput  Jaut  (agar-acar, dodol, naori,

permen, kosmetik, karagenan dll);

22) Olahan mangrove (bolu, tinta batil,
permen, dll);

23) Pelatihan  pembibitan  mangrove dan

keripik,

vegerasl

pantai;
24) Pelatihan pembenihan ikan air tawar, pavau dan

laut;
25) Pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai

(hutan cemara laut); dan

26) Pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil vang

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan

produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, antara lain :

1) Meubelair kayu dan rotan,

2) Alat-alat rumah tangga;

3) Pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;

4) Kain tenun,

5] Kain batik;

6) Bengkel kendaraan bermolor;

7) Pedapgang di pasar;

8) Pedagang pengepul;
9) Pelatihan pengelolaan docking kapal;
10) Pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan

tangkap;
11) Pelatihan pemasaran perikanan; dan
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12) Pengelolaan jasa dan industri Jeeci] lninnya yang
sesuni denpan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam musyawnraly Desa,

oL, aas

Io:nlumu doan penpgembnngan BUMDesa dianfatau

BUMDesa Bersama, antara lain -

1} Pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama:

2] Penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa
Bersama;

3) Penguatan  permodalan BUMDesa danfatau
BUMDesa Bersama; dan

4] Kegiatan  pengembangan  BUMDesa dan/atau
BUMDesa Bersama lainnya vang sesuai dengan
kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah
Desa.

Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa

Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan Desa  dan/atau

produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain

1) Pengelolaan hutan Desa;

2) Pengelolaan hutan adat;

3] Pengelolaan air minum;

4) Pengelolaan paniwisata Desa;

5] Pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan
perebusan);

o) Pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking,
jelajalt mangrove dan wisata edulkasi);

7] Pelauhan sentra pembenihan  mangrove  dan
vegetasi pantai;

8] Pelauhan pembenihan ikan;

G) Pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk
perikanan; dan

10) Produk unggulan lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah
Desa.

Pembentukan dan pengembangan
masyarakat yang dilokuskan kepada pembentukan
dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau
produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

usaha ekonomu

1) Hutan kemasyarakatan;
2) Hutan tanaman ralcyat,

3) Kemitraan kehutanan;
4} Pembentukan usaha ekoenomi masyarakat;
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) Pembentukan dan pengembangan snha meuatri
kecil dan /atan induatri ramahan;
6] Bantuan  sarana produlesy,  distrihuni dan
pemasaran untuk nasaha ekonomi masyaraleat, dan
7} Pembentikan dan pengembangan nanha slonomi
lainnya yang sesuni denpan kewenanean Desn dan
diputuskan dalam musyawarah Dean
1 Pemanfaatan Teknolom Fepat Guna untile kemajian
ckonomi vanp difokuskan kepada pembentilean dan
pengembangan  produk  ungeulan  Dean  dan/atau
produk ungrulan kawasan perdesaan, antara lain
1) sosialisasi T7G;
2] Pos pelavanan teknologi Desa (Posyvantekdes);
3] Percontohan TTG untuk :
al  Produksi pertanian;
al  Pengembangan sumber enerpi perdesaan:
b) Pengembangan sarana transportasi,
¢! Pengembangan sarana komunikast; dan
d) Pengembangan jasa dan industri kecil:
<) Sosialisasi sitem informasi pencatatan  hasil
tangkapan ikan:
5) Sosialisasi sitem informasi cuaca dan 1klim; dan
6) Pengembangan dan pemanfaatan TTG lamnnva
vang sesual dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.
Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha
BUMDesa, dan wusaha ekonomi lainnva vang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan Desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1) Penyediaan informasi harga/pasar;
2) Pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonom
masyarakat;
3) Kerjasama perdagangan antar Desa,
4} Kerjasama perdagangan dengan pthak ketigar dan

5) Pengelolaan  pemasaran Lannya vang o sesuda

denpan kewenanpan Desa yang, diputuskan dalam
musyawarith Desu,

fasilitiast  masyarakat  Desa  dalam

d. Penpuatan  dan
kestapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta

Jeejudian luar biasa lamnnya yang meliputi

1) Penyediaan layanan mformasi tentang bencana,
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) Pelat d {
2] Pelauhan kesinpsingnan masyiarakat tlalam

menphadapi beneana;
: —
31 Pelatihan  tenngn sukorelawan  untuk penanpanan
beneann;
Yonlen 4 B b . i —
Pelatihan penpenalan potensi beneana dan mitipgasi;
dan
5] Penpuatan  kesiapsinpann
sesum dengan kewenanpgan
dalam musyawarah Desa,

maayarakat yang lainnya
Desa vang diputuskan

Pelestarian hingkungan hidup antara Inin

[] Pembibitan pohon [anpla;

2}  Reboisasi;

3) Rehabilitasi lahan gambut;,

4] Pembersihan daerah aliran sungai;

Pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);

6] Pemeliharaan hutan bakau;

7] Pelatthan rehabilitasi mangrove;

Pelatihan rehabilitasi terumbu karang:

9] Pelatihan penpolahan limbah; dan

10) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan
Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata

kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan social.

a)

Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan
dan pembangunan Desa yvang dilaksanakan secara
swakelola oleh Desa, antara lain :

1) Pengembangan sistem informasi Desa (S10);

2) Pengembangan pusat kemasyarakatan Desa,

rurmah Desa sehal dan/atau balai rakyat;

3) Pengembangan pusat kemasyarakatan Desa

dan/atau balai rakyat; dan
Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan

4)
Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan

Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan
sumber daya manusia dan sumber daya alam yang

ada di Desa, antara lain :

1) Penyusunan arah pengembangan Desa;

2] Penyusunun Fancangan program/keglatan
pembangunan Desa yang berkelanjutan;

3) Penyusunan rencand pengelolaan  sumber daya
ikan di Desa;
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1) Pengelolaan  sistem  informasi pencatatan  hasil
perikannn:

o Peninpgkatan lkapasitns kelompolk nelavan dalam
pengelolann perilkknnan; dnn

O] Kegiatan lainnya yong sesuai kewenangan Desn
dan diputuskan dalam musyawnrah Deaa.

Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai

dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal,

antara lain :

1} Pendataan potensi dan aset Desa;

2] Penyusunan profil Desa/data Desa;

3] Penvusunan peta aset Desa;

4} Penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem
perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi
kemiskinan terpadu;

5] Dukungan penctapan IDM;

Penyusunan peta Desa rawan bencana; dan

7) Kegiatan lamnnya vang sesual kewenangan Desa
yvang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Menyusun perencanaan dan penganggaran yang

berpihak kepada kepentlingan warga miskin, warga

disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal,
antara lain :

1) Sosialisasi penggunaan dana Desa;

2) Penyelenggaraan musyawarah kelompok warga
miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan

kelompok marginal;
Pembentukan dan pengembangan Forum Anak
Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah

partisipasi hagi anak-anak di Desa;

3)

4) Rembug stunting di Desa;

Rembug anak Desa khusus sebagau bagian dari

musrenbangdes;

6) Pelatihan kepemimpinan perempuan
hagian dari musrenbangdes;

7) Penyusunan usulan kelompok warga miskin,
warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok

sebagail

marginal; dan
Sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok

masyarakat dan keluarga;
9) Pelatihan bagi kader Desa tentang gender;,
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<16 -
10) Pe
0) Pendataan  pendudnlk renlan . (misalnya anak
denpgan lebutuhan khuaus, kepala rumah tanppn
perempunn,  dan sebagaingn)  aecbapni dasar
pelaksanaan kepintan vang bersifat afirmasai;

3, T :

1) Pelatihan perencanann dan penpanpEaran yang
responsif gender bagi fnsilitator Dean:

o S e { |

12) Kegintan lninnya yang sesuai denpgan kewenangan

Desa yang diputuslkan dalam musyawarah Desa,

Mengembanplan sistem transparansi dan

akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain

1) Pengembangan sistem administrasi keuangan dan
aset Desa berbasis data digital;

Pengembangan laporan keuangan dan asct Desa

yang terbuka untuk publik;
sistern informasi  Desa  yang

2)

3) Pengembangan
berbasis masyarakat; dan
Kegatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan
Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan
kebijakan Desa yvang dilakukan melalui musyawarah

4)

Desa, antara lain :
1] Penyebarluasan informast kepada
Desa perihal hal- hal strategis yang akan dibahas
dalam Musyawarah Desa;

Penyelenggarann musyvawarah Desa; dan

masyarakat

Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan
Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalul
pembentukan dan pelatihan  kader pemberdayaan
masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa,

antara lain :

1) Pelatihan kader/pendamping forum anak (atau
kelompok anak lainnya) terkait hak anak,
ketrampilan memiasilitasi anak, dan
pengorganisasian;

2) Pelatihan anggota forum analk terkait hak anak,
data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian,

jurnalis warga, dan isu anak lainnya,

3) Advokasi pemenuhan hak anak,
difabel warga miskin dan masyarakat marginal

terhadap axses administrasi kependudukan dan

[ICI'L‘lllpllZl[l.

catatan sipil;
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¢ 11

1) Peningkatan kapagitas kelompak neluyan,
!erblldltln}'n fkan, petambak  pgaram, penpolah
ikan, dan pemasar ilan; dan

5)  Kegiatan pendampingan masvarakat Desa lainnya
yang  sesuai denpan kewenanpan  Desa  dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas

sumber daya manusin  masyarakal Desa  untuk

pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang

difokuskan kepada pembentukan dan penpembangan

produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan

kawasan perdesaan, antara lain :

1} Pelatihan usaha pertanian, perikanan,
perkebunan, industri kecil dan perdapangan;

21 Pelatthan industno rumahan;

3] Pelatihan teknologi tepat guna;

4) Pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat
Desa sesual kondisi Desa;

5) Pelatihan pemandu Wisata;

6) Interpretasi wisata;

7) Pelatihan Bahasa Asing;

8) Pelatihan Digitalisasi;

Q) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata:

sadar wisata dan pembentukan

10) Pelatihan .
kelompok sadar wisata/Pokdarwis;

Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
Pelatihan penanganan penggunaan alat

ramah lingkungan,;
13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;

11)
12)

tangkap

pemasaran onling;

14) Pelatihan teknik |
rencana usaha penkanan;

15) Pelatihan pembuatan
dan

16) Kegiatan
mendukung  pem!
produk unggulan Desi d

perdesaan
[esa dun

lainnva  untuk

peningkatan kapasitas
ptrm:rm]mngim

yeptukan dan
an/atau produlk unggulan
gesuai  dengan

yang
dalam

kawasan |
kewenangan diputuskan

musyawarah [Jesa,
: primantauan

Melakukan pengawisian dan pra
penyelenggaraan Pemerintahan Desa .
) : ili an sechra parlispa

: . yang dilakulan sec
embangunan Desa yang |
" Jain :

masyarakat Desa, antara

oleh .
auan berbasis komu nilas;

1) Pemant
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(4)

(3]

(6)

(1)

(2)

(3)

-IR.

20 Audit berbaais komunitas:
S Penpembangan unit pengaduan di Desa;
q seerr Byae oo
I T‘onl,unh.mmn bantuan  hukum  dan parnlegal
Desa untule penyelesaian masalnh secara mandiri
oleh Desa;
5} Pengembangan kapasitas paralegal Desa;

6] Penyelengparaan musyawarah  Desa  untuk
pertanggungiawaban  dan  serah  terima  hasil
pembangunan Desa; dan

7} Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan
Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa,

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga ayat (1)
sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terunggal, dan
Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pembangunan dan Pembr rdayaan masyarakat Desa,

Dana Desa dapat digunakan untuk membiaval kegiatan yang
tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga ayat (1) setelah
mendapat persetujuan bupati melaui Camat.

Dana Desa yang dilaksanakan scbagaimana ayat 1 dan 3 harus
berdasarkan Musyawarah Rencana  Pembangunan  Desa

{Musrenbangdes).
Persctujuan bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diberikan pada saat Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

mengenal APBDesa.
Daftar Parameter Rekening APBDesa tercantum dalam Lampiran

XII Peraturan Bupati Ogan Komenng Ulu Timur ini.

Pasal 19

Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan kegiatan yang dibiayar dan
Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan
oleh buy.ati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
Pemerintah Desa dalam melaksanakan program atau kegiatan
Desa dapat merencanakan/melibatkan pengadaan tenaga ahli di
bidang pembangunan infrastrultur berasal dan  warga
masyarakat Desa, satuan kerja perangkat Daerali Kabupaten
vang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga
pendamping profesional.
Pelibatan tenaga ahli
direncanakan pengalokasian

RKPDes,

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
anggaran dalam rancangan
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(4)

(5)

(6)

(7)

-19.

Pelaksanann kepiatan vang dibinyai dari Dana Desa diutamakan
dilakukan secara  swakelola denpan  menggunakan  sumber
daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyalk
n.mn_\'crnp tenaga kerja datri masyarnkal Desa setem pat. -
Kepala  Desn Sebagnd penangpung  jawab  utama  program
pembangunan desa, dalam hal teknis pengelolaan pengadaan
burejnn dan jasa di desa menctapkan Tim Pengelola Kepiatan
(TPK) yanp terdiri dari unsur peranpgkat desa dan lembaga
kemasyarakatan desa (Lampiran XIH).

Tim  Pelaksana Kegtatan  (TPK) menyusun - perencanaan

pengadaan barang dan jasa di des (Lampiran XI1V], setelah

penetapan APBDesa denpgan menginventarisir pekerjaan yang
akan di swakelolakan dan pekerjaun yang dilakukan oleh
penyedia, menvusun harga satuan pekerjaan dan RAB.

Khusus untuk pekerjaan konstruksi |

a. ditunuk 1 (satu) orang  penanggung  jawab  tekmis
pelaksanaan pekerjaan dari anpgota TPK vang dianggap
mampu atau mengetahui teknis kepiatan/pekerjaan;

b. dapat dibantu olch personil yang ditunjuk dari dinas teknis
terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).
Dan

c. Setiap Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan  wajib  memasang
papan Proyek.

(8] Pelaksanaan barang dan jasa diuraikan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai
dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) :
a) Pembelian Langsung dilaksanakan dengan tata cara
sebagai berikut :

1) Kasi/Kaur/TPK membel barang/jasa kepada 1 (satu)
Penyedia Barang/Jasa;

2] pembelian stoagaimana dimaksud pada angka 1,
dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dan
Kasi/Kaur/TPK dan tanpa penawaran tertulis dan
Penyedia Barang/Jasa;

3) Kasi/Kaur/TPK melakukan necgosiasi atau tawar
menawar dengan  Penyedia  barang/jasa  untuk
memperoleh harga yang lebih murah; dan

4) penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi
berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk
dan atas nama Kasi/Kaur sebagai  pelaksana
Kegiatan anpggaran,

b. Pelaksanaan pengadaon barang/jasa dengan nilai di atas
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah} sampai dengan

Rp. 200.000.000,00 {dua ratus juta rupiah),

a] Permintaan Penawaran dilaksanakan dengan tata cara

sebagai berikut :
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1} TPK membel barang/jasn kepada 1 (satu) penyedia
barang/jnsn;

2] pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1,
dilakukan TPK denpgan cara meminta penawaran
secarn tertulis dari penyedin barang/fjasa denpan
ilampiri  daftar barang/jasn (rincian  barang/jasa
atau ruang linglkup pekerjnan, volume, dan satuan),

3) penyedia  barang/jasn  menyampaikan  penawaran
tertulis yang berisi daftar baranpg/jasa (rincian
barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume,
dan satuan) dan harga:

4] TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan
penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang
lebih murah; dan

5) penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi
berupa nota, faktur pembelian, atau luitansi untuk
dan atas nama Kasi/Kaur scbagai pelaksana

Kematan anggaran.

c. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai-di atas
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) : -

a)

Permintaan Penawaran dilaksanakan dengan tata cara

sebagal benikut :

1) TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran
secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa
vang berbeda dengan dilampiri daftar barang/jasa
(mncian barang/jasa atau ruang lingkup pekegaan,

volume dan satuan] dan spesifikasi  teknis

barang/jasa;

2) Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran
tertulis yang berisi daftar barang/jasa (nncian
barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, velume
dan satuan) dan harga;

3) TPK menilai pemenuhan  spesifikasi  teknis
harang/jasa yang memasukan penawaran,

4) Apabila  spesifikasi teknis  barang/jasa  yang

ditawarkan :
a. Dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka

dilanjutkan dengan roses negosiasi  (tawar
) 4 P £

menawar) secara bersamaan.
b. Dipenuhi oleh salah salu penyedia barang/jasa,

malka TPK tetap melanjutkan dengan prosos
negosiasi  {tawar menawar) kepada penyedia
barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis
tersebut.

c. Tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa,
maka TPK membatallcan proses pengadaan.
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(2)

(3)

4] -

5 ,
I Apabila spesifiknsi teknis Lidalk dipenuhi oleh kedua

penyedia - barang/jasa, maka TPK melnksanakan
kembali proses penpadaan.

6] Negosinsi (tawar menawnar) untuk memperoleh harga
yang lebih murah,

7] penyedia barc ag/jnsa memberikan bukti transaksi
berupa nota, fakiur pembelian, atau kuitansi untuk
dan  atas  nama  Kasi/Kaur sebapai  pelaksana
Kegiatan anggaran,

8] Hasil negosiasi ditvangkan dalam surat perjanjian
antara Ketua TPK dan Penyedia barang/jasa vang
menjelaskan ;

1) Tanggal dan tempat dibuatnya perjanjian;

2) Para pihalk;

3] Ruang linglkup pekerjaan:

4) Nilai pekerjaan;

5) Hak dan kewajiban para pihak;

6) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

7) Ketentuan keadaan kahar (force majeure}, dan
8] Sanksi.

d. Apabila terjadi perubahan ruang lingkup pekerjaan, maka :

1. TPK dapat memenntahkan secara tertulis  kepada
penyedia barang/jasa untuk melakukan perubahan
1uang lingkup pekerjaan yang melipudi
a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan;

b. Mengurangi jenis pekerjaan.

c. Mengubah spesifikasi teknis; dan/atau

d. Melaksanakan pekerjaan tambahan.

Unruk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hurufl ¢ dan huruf d, penvedia

barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada

TPK.

3. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar] dengan
penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang
lebth murah.

4. Perubahan ruang lingkup pekerjaan  sebagumana
dimaksud pada avat (1) dilakukan adendum surat
perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan
total pekerjaan yang disepakati,

[

Pasal 20
Kepala Desa bertanggung jawab atns penggunaan Dana Desa.
Pemerintah daerah  dapal  melakukan pendampingan  atas
penggunaan Dana Desa.
Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
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KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Y arn | 7 1
Pasnl 21

{11 Kepaln Desa adalah PRPKD dan mewnlali Pemenntnh Dean dalam

(2)

(3)

(4)

kepemiliknn kekavann milik desn vang thpisahkon

PEPRD  sebapaimana  dimakand  poda

Kepaln Desa  selnkn
avat (1], mempunyai (ugas
Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes:

f.

b, Menctapkan  kebijakan ftentang pengelolaan  barang  milik
Desa;

¢ Melakukan tindakan yang menpakibatkan pengeluaran atan

beban APBDes;
d. Menetapkan PPKD:
Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL:
f. Menyetujui RAK Desa; dan
g. Menyetujui SPP.
D.alnm melaksanakan ke«<uasaan keuangan desa schapamimana
dimaksud pada avat (2), kepala desa menguasakan sebagian
kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD,
Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 22

PPRD scbagmmana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terdiri atas ;

a.
b.
C.

(3)

Sckretans Desa;
Kaur dan Kasi; dan

Kaur keuangan.
Pasal 23

S-kretaris’ Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a
bertugas sebagai koordinator PPKD.
Sekretans Desa sebagaimana

mempunyal Tugas :
mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

dimaksud pada avat (1)

a.
APB Desa;
b. menskoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan
rancangan perubahan APB Desa;
c. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa
APB Desa, dan

tentang  APB Desa, perubahan
pertanpgungjawaban pelaksanaan APB Desa;

d. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala
Desa tentang Penjabaran APB  Desa dan Perubahan
Penjabaran APB Desa;

e. menghkoordinasikan
menjalankan tugas PPKD; dan

f.  mengkoordinasikan penyusunan laporan
dalam rangha pertanpgungawaban pelaksanaan APB Desa.

tugas perangkat  Desa Lun vang

keunangan  Desa

Selain tupas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretans

Desa mempunyai tugas
a. melalcukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL,
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(1)

(2)

—_
ad

-d1.

melalkulan verifilnsi terhadap RAK Desn; dan

I,
tethadap  buldi  penerimaan dan

¢. melakukan  verifilnsi
pengeluaran A3 Desa.

Pasal 24
Kaur dan Knasi sebiagnimana dimnksud dalam Pasal 22 horol b
bertugas scbapai pelaksana kepintan angparan.
Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas |
A, Kaur tata usabn dan umum: dan
b.  Kaur perencanaan.
Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdini atas

a. Kasi pemermtahan;

b. Kasi kesejahteraan; dan

o Kasi pelavanan.

Kaur dan Kasi schagaimana dimaksud pada avat (1) mempunyai

tugas
melakukan tndakan yanpg mengakabatkan pengeluaran atas

a0

beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang l.u'g:ian_va;
c. mengendalikan kematan sesua bidang tupasnya;
d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidung tugasnya;

e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyvedia atas
pengadaan barang/jasa untuk kegiatan vang berada dalam

bidang tugasny;
kegiatan sesum  bidang

f. menyusun laporan nelaksanaan
tugasnya untuk pertanggungawaban pelaksanaan APB Desa.

g. Menyerahkan bukti dukung administrasi dan
bertanggungjawab penuh atas kebenaran formad dan matenal
atas dana kegiatan yang dikelola; dan

h. Sectelah kegiatan selesal dilaksanakan, pelaksana kegatan
menyerahkan kegiatan kepada kepala desa, dalam bentuk
berita acara serah tenma kegiatan,

Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan

bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

Format berita acara serah terima kegiatan  sebagmmana

dimaksud pada ayat (4) hurul h sebagaimana tercantum dalam

lampiran XV Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur ini.

Pasal 25

dalam melaksanakan sebagaimann

tupgas

Kaur dan Kasi
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4] dapat dibantu oleh tin yang

melaksanakan kegiatan pengadaan barang/josa yang karena
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sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri,

(2) Tim sebagaimana dimaksud padn ayat (1) berasal dari unsur
perangkat  Desa, lembaga  kemasyarakatan  Desa  dan/fatau

masyarakat, yang terdiri atas :
a. ketua:
b. sekretans; dan
c. anggola,

(3) Perangkat Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu
pelaksar.a kewilayahan.

(4) Pembentukan tim scbagaimana (1)
diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayal (4) ditetapkan melalui

keputusan Kepala Desa.

dimaksud pada ayat

Pasal 26
Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf ¢

(1)

melaksanakan fungsi kebendaharaan.

sehbagaimana  dunaksud pada  ayat (1),

(2} Kaur keuangan
mempunyal tugas ;

a. menyusun RAK Desa; dan

b. melakukan penatausahaan  vang
menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan

mempertanggungjawiabkan penenmaan  pendapatan  Desa
dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemerintah Desa.

meliputi menernma

BAB VII

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Bagian Kesalu
Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 27

(1) Keuangan Desa dikelola Dberdasarkan  asas
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin

transparan,

anggaran.
(2) APBDesa merupakan da ar pengelolaan keuangan desa dalam
masa | (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai

dengan tanggal 31 Desember.
(3) Pengelolaan Dana Desa merupakan satu  kesatuan dengan

pengelolaan keuangan desa.
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(2)

(3]

(4)

(3

(1)

(2]

(1)

(2)

- 45 -

Baman Kedua
Pelaksanann Keuangan Desa (APBDesa)
Jasal 28
Semua  penerimaan  dan pengeluaran Desa dalam rangka
pelnksanaan kewenangan Desa dilnksannkan melalui Rekening

Kas Desa (RKD).
Rekeninpgkas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat

oleh Pemerintall Desa denpan Spesimen tanda tangnn Kepala

Desa dan Kaur Keuangan,
Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh

bukti vang lengkap dan sah,

Pengeluaran desa vang mengakibatkan beban APBDesa tidak
dapat dilakukan sebelum Rancanpan Peraturan Desa tentang
APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Kas Tunai di Kaur Keuangan Maksimal Rp. 10.000.000,-
{sepuluh juta rupiah] untuk memcnuhi kebutuhan Operasional
Pemerintahan Desa.

Dalam hal terdapat sisa dana pada kegiatan yang sudah
dilaksan.ikan, berkewajiban mengembalikan sisa dana tersebut
kepada kaur keuangan, dan selanjutnya Kaur Keuangan
Mengembalikan dana tersebut ke Rekening Kas Desa maksimal
1 (satu) bulan dari pencairan/penarikan uang di Bank,

Pasal 29

Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP
dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesual dengan
periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar

atau kurang dar yang tertera dalam DPA.
Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan
pelaksanaan kegiatan dan anggaran,

Pasal 30

Penpgunaan anggaran yang ditenma dari  pengajuan  SPP
sebagaimana dimaksud dalam  posal 29 untuk  kegatan
pengadaan barang/jasa sccara swakelola tidak lebih dann 10
(sepuluh] hari kerja.

Dalam hal pembayaran pengadnan barang/jasa belum dilakukan
dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerjn, kaur dan kasi pelaksana
kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah
diterima kepada kaur keunanpan untuk disimpan dalam kas desa.

Kaur keuangan mencatat pengelunran anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ke dalam Buku Pembantu Kas Tunai dan

Bulau Kas Umum.
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(4]

(5

—

(6

[

(1

(3)

(4)

(5)

<df -

Kaur dan kasi pelaksana kematan anpearan  menyampaikan
pertanggungiawaban pencairan anpparan sebapaimana dimalesid
pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran penpgadaan
barang/jasa kepadn sekretaris desa,
Sckretaris  desa  memeriksa  kesesuaian  bukti  transaksi
pembayaran dengan pertanpggungjawaban pencairan angparan
yang disampaikan oleh kaur dan kasi pelaksana  kegiatan

anggaran,
Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa

lebih kecil dar jumlah uang vang diterima, kaur dan kasi
pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas

desa.
Tasal 31

Pengajuan SPP untuk kegiatan vang seluruhnyva dilaksanakan
melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa

diterima.
Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilampiri
dengan:

a. Pernyataan Tanggungjawab belanja; dan

b. Bukti penerimaan barang/jasa di tempat

Dalam setiap pengajuan SPF sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), sekretaris desa berkewajiban unitul: :

meneliti kelengkapan permintaan pembayaran vang diajukan
oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran;

menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes
yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh kaur dan
kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi
perssaratan yang ditetapkan.

Kepala desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan
hasil verifikasi yang dilakukan olch sekretaris desa.

Kaur keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai denpgan
besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan

persetujuan dari kepala Desa.

4.

Pasal 32
Proses pelaksanaan Keuangan Desa dimulai dengan urutan

sebagai berilaut :
Pelaksana  Kegiatan  mengajukan
melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen
antara lain Rencana Anggaran Belanja (RAB) vang telah
diverifikasi oleh Sekretans Desa dan disabhkan oleh Kepala
Desa (Khusus RAB Fisik dilampirkan juga RAB Gambar dll}.

pendanaan  untuk

a.
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b. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap  tindakan
pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja
kegiatan dengan menpgunakan buku pembantu kas kepgiatan
sebagai pertangpungjawaban pelakaanaan kegintan i Desa,

¢, Berdasarkan Reneann Anggaran Biaya  (RADB) Pelaksana

Kegiatan mengajukan Surat Permintann Pembayaran (SPP)

kepada kepala desa. SPP tidale hofeh dilakukan sebelum

barang dan jusa diterima dalam | kegiatan,
d. Penpgajuan SPP terdin dari
i, Surat Permintaan Pembavaran,
b, Pernyataan tanpgungawab belanja; dan
¢.  Lampiran bukt Transaksi
a)  Surat Pesanan/Permintann Barang/jasa Berdasarkan
Dokumen Penawaran Barang dan Jasa (lampiran
XV,

b} Nota Toko.

c) " Nota Desa (lampiran XVII).

d) Buku Material (lamnpiran XVIII).

¢] Benta acara serah terima barang (lampiran XI1X).

] Kwitansi Pengeluaran Desa yang di ketahui Kepala
Desallampiran XX).

g Dokumentasi Foto Kegiatan,

e. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, sekretaris desa
berkewajiban untuk :

- Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajuan
oleh pelaksana ke jatan,

- Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban
APBDesa  yang  tercantum  dalam  permintaan
pembayaran,

- Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud.

- Menolak penpgajuan  permintaan  pembayaran  oleh
Pelaksana Kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan
vang ditetapkan.

{. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa,
Kepala Desa menyetujui permintaan Pembayaran dan Kaur
Keuangan melakukan pembayaran kepada Pelaksana
Kegiatan berdasarkan Pencairan 8PP,

g. Atas pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya Kaur
Keuanpan melakukan pencatatan  Pengeluaran  kedalam
Buku Pembantu Kas Tunai dan Buku Kas Umum,

h. Tata cara Pengajuan Sural Permintaan Pembayaran (SPP)
terdapat pada (lampiran XXI),

Pasal 33
Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan
laporan akhir realisasi pelaksanaan kepiatan dan anggaran kepada
kepala desa paling lambat 7 (tujuh] har sejak scluruh kegiatan
selesai.
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Paaal 34
(1) Setinp pengeluaran Kas Dean yang menvebablian heban atas
Anggaran Belanja - Desa  dikenakan pajak  aesum  denpan

ketentuan  peraturan perundang  mengenai  perpajakan  vang
berlaku,

(2) Knur Kenangan sebagai peranplat desa wajib memungut pajal
melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa
sebagnimana dimaksud pada ayat (1),

(3] Pemntongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2} meliputi

pengeluaran kas desa atas beban belanja pegawai, belanja
barang/jasa, dan belanja modal.

(4] Kaur Keuangan wajb menyetorkan seluruh penerimaan pajak
yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan vang dibuktikan dengan Nomor Transaksi Penenmaan
Negara (NTPN).

(5] Kaur Keuangan mencatat penerimaan dan penyetoran Pajak

kedalam bulku kas pembantu pajak.

Pasal 35

RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluas
digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk
mendanal pengeluaran berdasarkan DPA vang telah disahkan oleh
kepala desa.

Pasal 36

(1) Penenmaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnva
digunakan untuk :

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih
kecil daripada realisasi belanja; dan
b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

(2) SILPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran
sebagaimana dimaksud pads ayat (1) huruf a merupakan
perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan
dan/atau penghematan  belanjn  tahun  sebelumnyva vang
digunakan untuk membiayai  kegiatan-Kegiatan - vanyg  telah
ditetaplkan dalam APBDes tahun anggaran berkenaan.

(3) SILPA yang digunakan untuk mendana kegiatan vang belum
selesal atau lanjutan sebagaimana dunaksud pada avar (1) hurat
I merupakan perlntungan nll dan anggaran dan kegratan vang
harus diselesaikan pada tahiun anggaran benkutnya.

(4) Kaur danj/atan kasi pelaksana Kegratan anggaran mengajukan
kembali rancangan DPA untuk disetup kepala desa menjads
DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesan atan lanjputan
sebagaimana dimaksud padicayat (1) hurat b
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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Kaur dan/atay kasi p, .
mengajukan ron o Pelaksana  kegiatan  anpgaran  dalam
‘ L Tncangan DPA sebagaime L Sealinad
(1) terlebip In] mpaimana dimaksue pacda ay
pelaksanngy ,‘ i .’ulu menyampaikan laporan akhir - realisasi
lambat p "" “Blatan dan anggaran kepada kepala desa paling
at pe : |

Sek Pertengahan bulan desember tahun anggaran berjalan.
ekretaris e ji |
Iccgi-q* Desa menguji kesesuaian Jumish Snggarart. dAEmES
D Hhan yang akan disahkan dalam DPAL,

PAL y: ah disetujui .
op. ng telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kematan
JANB - belum - selesai  atay tanjutan pade; taliust SRgREees
hcnkutnyn.

Pasal 37
Pﬂn)-.'crtaan Modal dicatat pada pengeluaran Pembiayaan.
Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dimasukan schagai Pendapatan Asli Desa (PAD).

Baman Ketiga
Penatausahaan Dana Desa
Pasal 38

Penatausahaan keuangan dilakukan olech Kaur Keuangan
sebagail pelaksana fungsi kebendaharaan.
Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilakukan dengan mencatat sedap penerunaan dan pengeluaran
dalam buku pembantu kas tunai dan buku kas umum.
Pencatatan pada buku pembantu kas tunai dan buku kas umum
sebagaiman dimaksud pada ayat (2} dinitup setiap akhir bulan
secara tertib,
Kaur Kenangan wajib mempertanpgungiawabkan utang melahn
japoran pertanggungjawaban, dan disampaikan setuap bulan
kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan benkutnva,
Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum vang
terdiri dan :
1. Buku Pembantu Bank.
2, Buku Kas Pembantu Pajak.

Pasal 39
Setiap belanja desa atas beban Dana Desa harus didukung
dengan bulti yang lenghap dan sah,

Bukti schagaimana dimoksud pada ayat (1)
dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran materiil vang

timbul dari penggunann bukti dimaksud,
Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban kenangan desa,
tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa
tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.

harus dapat
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(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

15

—

(6)

- 5.

Pertang, i

aNgRUngiawa .

disimpan / 11':“ L.“b‘m Keuangan Dana Desa vang
diarsiplan di Pegy berupa | - YRR

i i lt 1' ' 1 5
a REk tlas CHEY '
= p ' 1 rt‘.'!ll. 51 hl!’l"" il I‘Cﬂilﬂﬂn dr"l HUI’]II}CI d i
h. ]\“’1“]“51 Iel'ﬂhnvﬁ]'ﬂ"'
J '

c. Foto )
pmuhpcikcm]m"“ﬂ” kegiatan 0% (nol perseratus) 50% (lima
perseratus) dan 100% (aeratus perseratus):

d. Dat;
?ﬂ}lt:lrdlulgllng hf.'mpa undangan rapat, berita acara rapat.
'adir, SK Tim Pclaksana, SPPD, Surat Tugas, Nota
pembelian, tanda ter Y , Sa Ras,
Pcn'lwaru; A i Cnma Honor I\-::gmmnfscjcmsnyn.Do@mcn
' ) arang/jnsa  dan  Surat Pesanan/Permintaan
Barang/jasa;
€. F'!cn.cmm anggaran biaya (RAB) ditandatangani oleh Pelaksana
h:cmm“n' diverifikasi oleh Sckreturis Desa dan disahkan oleh
Kepala Desa, [khusus RAB Gambar ditandantangani olch
pembuat  Gambar dan  diperiksa  dan  disetujui  oleh
Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional) Lampiran
XXII; dan
{. Berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan
kepada masyarakat dan/atau BPD melalui musvawarah desa.
g Benta acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan
sebagnimana dimaksud pada huruf f disusun sesuar dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII
Peraturan Bupat ini.

Pasal 40
Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAK
Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan
secara swakelola dikeluarkan oelh Kaur Keuangan kepada Kaur
dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran atas dasar DPA dan SPP
yang diajukan setelah disetujui oleh Kepala Desa.
Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegintan yang dilakukan
melalui penyediaan barang/jas dikeluarkan oleh Kaur Keuangan
langsung kepada penyedin atas dasar DPA dan SPP yang
diajukan olch Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran dan disetupu
oleh Kepala Desa.
Pengeluaran atas beban APBDesn untuk  belanja  pegawai,
dilakukan secara lungsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui
oleh Kepalu Desn,
Pengeluaran atas beban APBDesn sebangaimana dimaksud pada
ayat (2}, ayat (3), dan aynt (1) dibuktikan dengan kwitansi
pengelunran dan lewitansi penerunoan.
Kwitansi pengeluaran sebugaimana  dimaksud  pada ayat (5]
ditandatangani oleh Kaur Keuangan,
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(7] Kwitansi Penerimanp sehagaimang
!I L} I'

(1)

(1)

-51-

1 . : dim;: . -
ditm"dm'mﬁﬂm oleh penerima tana maksud - pada ayat  (35)

fedie Yisal 4
uku Kas . ;
: Umum yan ditutup setiap akhir bulan el
dimalksud dalnm nasal 38 X i e e
Keuarnn: ; SEL ayat (3} dilaporkan olel  Kaur
uanpan kepada Seleretitris Desn paling  Inmbat I
w3 i olnmbat (anppea f
(sepuluh) bulan herikutnya. . =
Sekretaris Desa melaknle . ;
] ‘ C'S-.l melakukan venfikasi, evaluasi dan analisis atas
aporan sebagaimanga dimalksud In s
Selretast sud pada ayat (1),
Sekretans Desa me ‘ t ' : : s
i 1s Desa melaporkan hasil verifikasi,evaluasi dan analisis
0 ' # ' L - ., ) v '
" Ratmana  dimaksud pada  avat (2) disampaikan kepaca
epala Desa untuk disetujui.
Bagian Ketiga
Pelaporan dan pertangeungjawaban
Pasal 42

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa
Semester pertama kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur
melalui camat, dan selanjutnva Camat menyampaikan arsip
kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah (BPKAD)
melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .
Laporan sebagaimana dir -aksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. laporan pelaksanaan APBDes; dan

b. laporan realisasi kegiatan
Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2} dengan cara menggabungkan selurub laporan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 paling lambat minggu
kedua bulan juli tahun berjalan.

Pasal 43
Pemerintah Desa penerima Dana Desa bertanggungjawab penuh
secara formil dan materiil atas penpggunaan Dana Desa vang
diterimanya.
Pertanppungjawaban  penggunaan  Dana  Desa  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Laporan realisasi Penggunaan Dana Desa;

b. Surat pernyatann tanggung fawahb yang
Dana Desa yang diterima telah digunakan sesuai dengan

menyatakan bahwa

rencina;
- Foto keadaan 100% (seratus perseratus) untuk Kegiatan vang
bersifat fisik; dan
d. Bukti-bukti pengeluaran
peraturan perundang-undangan.

yang lengkap dan  sah  sesuai

i

Dipindai dengan CamScanner
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(4)

(1)

(2)
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1 H'n‘\'."l n .
h n ] t,hﬂj_'lml'l"lFlllH l”f”-"kf’“”l r'”['” -’I‘r"-"if r",:l h" u

a dan hymyyr b
) disn i
selanjuiny, Camay Mpaikan kepada Bupati eq. Camat dan

Pengelolaan Keuanpan
Dinas Pe :
emberdayany, Masyarakat dan Desa,

Dokume i

n asli per ‘

ayat (2 lmmrl"mmngp,rl.mgmwnhnu sebagnimana dimakesud pflfl”

neiisttin ¢ dan huryf ¢ disimpan dan dipergunakan oleh
ana Desy selakn obyek pemeriksann,

menyampailan  arsip  kepada Hadan
dan Aset Doerah (RFKAD) melalui Kepala

Ken: i Pasal 44

rea';ir::si 2?)5;;Dnlnt;2;t:‘n;'nﬂikun ]:mnrnnl pcrtnn;'.ifunlgjﬂw’.'t;?:

tahun fmp.g;imn\ "11 I.d BUPH!: melalui Camat _scum"; .f'_-d"

Badis F"'t‘ngelnla.f;r ‘]" anjutnya  Camat rncn}'nmpiulfaﬂ f'f-lli'-'_"l lLi

Kepala Dinﬁw Prnl', \cu_n“fli!n dan Aset Daerah {Ef’h"w’. m'_:ipln

Ogan Rﬂmt:ri.ﬁr ; ”t‘:lfdd}'?mn Masvarakat dan Desa Kabupate

& Ulu Tupur.
:'Ialli‘l’i?:;n!;::{:jnRgun;‘dim-nh?.an sehapgaimana dimaksud ;7.-=.r5:.1 Iql
HMpaRan paling lambar 3 (tiga) bulan serelah akhir tabun
anggaran berkenaan yvang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Ecraturun Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2] diserta

engan :

a. Laporan Keuangan terdiri dari
I, Laporan realisasi APBDes; dan
2. Catatan Atas Laporan Keuangan [CALK).

b. Laporan Realisasi Kegiatan; dan

c. Daftar program sektoral, program daerah dan program
lainnya yang masuk ke desa,

Laporan pertanggungjawaban  sebagaimana dimaksud

merupakan bagian dari laporan penyelenpgaraan Pemerintahan

Desa akhir tahun anggaran.

Pasal 45

Pertanpgungawaban Pemenintah Daerah atas penyvaluran Dana

Desa meliputi.

a, Bukti transfer Dana ['esa dari Pemerintah;

b. Fakta integritas dari penerima Dana Desa yvang menyatakan
bahwa bantuan keuangan yang ditenma akan dipunakan
sesual dengan rencana; dan

¢, Bukii transfer/penyerahan vang atas penyaluran Dana Desa
dari RKUD ke RKD,

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan

APBDes Dana Desa kepadn Menteri melalni Direktur Jendral

Bina Pemerintahan Desa paling lnmbat minggu kedua bulan april

tahun berjalan,

Pasal 4G
Laporan schagaimani dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 44

diinformasikan kepadu mnsyarakat melahn media
informasi/Bunner Informast minimal 4 Benner dinntarany -

r
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I, Banney APBDeg Awal (1
2. Banner APBD ey ‘
{(Lampiray XXIV. ),
3. Banney Reali o
ealisnsi  Ap }
XXVl dan VD Sersatsr A
1 Banner Reals
ealisnsi APRey o
il v APIDeg Semestre Kedua (Akhir tahuni
(2} Informasi sebapainmam,
sebapaimn fiks o
n]cn’unt. i d””'ﬂ“"“[ l];"'” avart “,' 1]-'!5”-' :l’!”v!
A, Laporan realisasi APRDes.
b, Laporan realisnsg kegiatan:
c.  Kegiatan y lum scless
o g nyang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
SISA angearan: dan
e.  Alamat pengaduan,

mpiran XXIV a);

Pe ¢
l'lllhnh”” H‘l'ﬂ[[ﬂ.’l!’.‘ll! Kepintan {(PAK]

{Lampiran

BAB VIl
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47
dan pcngawns:m

Pemerintah  Daerah melakukan Pembinaan
Pengelolaan  Keuangan Dana Desa vang terintegrasi dengan
pembinaan dan pengawasan Pengelolaan I:Ce:uangan Desa.
Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 48
Daerah

(1) Dalam rangka pembinaan Dana Desa ditingkat

dipandang perlu dibentuk Tim Monitoring dengan Keputusan
Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
(2) Tugas Tim Monitoring scbagaimana dimaksud pada avat (1)

terdir dari :
Melaksanakan penyebarluasan informasi data dan kebyakan

a.
tentang Dana Desa.

b. Melakukan Kegiatan Pembinaan dan Monitoring pelaksanaan
Dana Desa; dan

¢. Memberikan laporan hasil peluksannan tugas kepada Bupati

Ogan Komering Ulu Timur.
(3] Dalam rangka pembinaan Dana Desa ditingkat Kecamatan
dibentuk Tim Monitoring dan  Evaluasi Kecamatan  dengan

Keputusan Camat.
(4] Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan sebagammana dimaksud

pada ayat (3) terdiri dari :
a. Ketua,
b. Sekretaris; dan

Dipindai dengan CamScanner



C,
{5) Tim

[3] mcmpu“},ni tu

1.

[~

19,

20.

21.

22,

23.

24,

25.

Aﬂgg{)lﬂ

Monitop >
MNitoring dan Evalugg; Sehagaimg

Na dimakgyy
Bas Sehapa; berilyg :

f};lff.’l ayat
FﬂS“ilﬂSi Pcn

1"01"”1!1 , (,Ini" 1 H L L
‘ ri n Dcshl (.lﬂn Ill ”l“ m I'ﬂ F]v’,”
I L SllllﬂSl p ]
) | I‘l. ”’” l; () t n ””F

Fasilitas; Penatausalng,,

kcunngmn tlesa;
Mc]nlcsnnﬁkun 808j

; alisasi secara Juag mengenai kebijakan,
data dan mlormasj tentang Dang Desa;

h-icngemluasi Pelaksanaan Dana Dega sehap tahunnya:
Mcngevajuasi APBDes;
Mengevaluas; Besaran syp Belanja Desa:

Mcmonitnrmg Pengelolaan Dang Desa di tingkat desa:
Melaporkan pelaksanaan Dana Desa;

- Membuka layanan kontak pengaduan masyarakat;
+ Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melaporkan

kepada Bupati;

- Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa:
- Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan

aset desa; -
Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang
undangan;

: A at desa;

Fasiutasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;

Fasilitasi singkronisasi Percncanaan Pembangunan Daecrah
dengan pembangunan desa; |
Fasilitasi  penetapan lokasi
perdesaan;

Fasilitasi penyelenggaraan

pembangunan  kawasan

ketenteraman  dan  keteruban

casiit - i, dan kewanban lembaga
ilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewapban g

Fasilitas :

kemnasyarakatin;

Fasilitasi penyustinan

2% ’..I'I..",. ”I-

I I 5 - 4 ! - 1Y i K s l’ ‘nean
“l ! '\. ]"‘I '“ sH T ”"1!” 'h‘!i.' l{“” !II'I‘- ann l. el ] L

Tasitasl 4

perencanaan pembangunan

g e ( g ruang
: Hitas penataan, pemaonfaatan, dan pendayagut
Fasilitusn pe

2 atas Desag
Desa serta penetupan don penegasan biatas Des

' - welaksanaan
Fasilitasi  penyusunan  program  dan

pemberdnyaan masyarakat Desa;

Dipindai dengan CamScanner
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26. Koordings;

s )
27 K ’ Immhunp,,,m,” Dean 4
< /. Roordingg; pelalke: S i wilayahyen.

T Snann pe )
\l.ll.l}-lhnf,-”: PEmbangnan kg - ’
naan perdesann i

28. Fasilitns;
<0. rasniiasi pe
Stpelaksan,
M "“'"1"
5 .ll'."”,”' peny .
' wustinan RKP [eaa

B et s
29. Fasilitas Pelaksan,
APBDes: |

30. Fasilitae:
0. Fasilitasj dan lmur:iinnsi e

Mgy
SV e .
rah penvisunan Pancanpan

pengesahan Rencang A nean dinas/instans terkeait untuk
cepi Neana Anggaran Bigy
kegiatan vang beresiko ggaran Biava (RAR) dan pambar
Bagian Ketjg
Pengawasan
Pasal 40

Pengawasa
gawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa meliput; -

a.

(1)

Pengawasan dilakuk
kekuasaan . jﬂ:kan oleh Kepala Desa selaku pemegang
thoriin St p ngc ollaan keuangan desa dalam rangka
gratkan  kinega dan  akuntabilitas PPKD
pelaksanaan kegiatan:
Pengawasnn dz'lr:.lkuknn o'th masyarakat dan BPD dalam rangka
meningkatkan kinerja pemerintah desa transparansi;
Pengawasan sebagaimana dimaksud poin a dan poin b kepala
desa membentuk tim Sertifikasi Fisik yang dibuat dengan Surat
Keputusan Kepala Desa, sebelum pelaksana kegiatan menverah
terimakan kegiatan dimaksud kepada kepala desa;
Pembentukan Tim Sertifikasi Sebagaimana huruf (¢} dapat terdin

§« * 3 o
adan L

dan:

a, Perangkat Desa

b. BPD

c. Kecamatan

Unsur TNI dan Unsur Polri
e. Tenaga Pendamping.

Form Hasil sertifikasi fisik tertuang; dalam lampiran XXV,
Jeat Desa dilakukan oleh Tium Evaluas: dan

u.

Pengawasan di tng

Monitoring Kecamatan; dan
san fungsional  dilakukan oleh  Inspektorat  Daerah

Pengaw . U
Kabupaten Opun Komering Ulu Tanuar,
BAB X
SANKSI

asul 50
Bupati Ogarnl Komering Ulu Timur melalui Camat menunda

penyaluran Dana Desia,
menierita

dlatian hal
dolumen  sebapmans dimalisid

a. Bupati belum
113 ayat 4], ayat 9] atiaud ayat ()

dalam Pasa



{3)

(4]

(5]

(8)

(1)

cl; terdapag Usulng ¢

2] Penu

(2) ndaan Penyalyrg, Da
nn

- 56 .

b. Terdapat Sisn Dan

lebih a4
30%, ¢+ RKD
' “JR” Pululy . fohun angearan aelye
'”m'“l:tlnrl.fnr'1 1 ' nebelumnya
ity

Ty s
Ewna fungninga daeral

avat (1) ny f
il | esa el ‘
dil; Hebiaiy '
laknteg fethiday [Jr-r::.”:lm i pida
yaluran Dana Dean

”‘lhnp Il tahun anggaray, |
i * wrj
anun aMnpgaran sehol inlnn fiehennr Sisn D y
Dalam hg] Sisn Dy, Umnya, ‘L Hmna Desa i RKD
. bk ana NDeg
lebih besar ; es dE Rt
sar dapy S tahwn By

tahap 11, pepyy, Modah Diygp Desy v, e o eElugmys
Dal: » Penvaluray, Dina Dey;, il MR akan disalurkan pada

wlam hal Sampaf tenpan n‘ﬁ, i I tidak tilakulean

. -" r i
angearan berjalan sisn Don 1:-}"-“ pertama bulan Juni tahun
- . i iy e ¥ -
bﬂhclmnn_\fn masih Jebyj, Bz, -f-.h‘l di RKD tahun anggaran
penyaluran Dana Desa ‘drvd;'” 0% (tiga puluh perseny,
€ L 4] ¥ ) . .
pada ayat (2) tigaj dapat di -”? ditunda sebagaimana dimaksud
di RKUD. Salurkan dan menjadi sisa Dana Desa
Bupati melalyi ¢
¢ aitn Came =)
Pengelolaan K at menyampakan kepada Kepala Badan
1 heuangan dan Aset 7 3 1

Dinas Pemberdavan \ 8¢t Daerah (BPKAD) melalui Kepala
Desa yang tidak j _‘ n Masyarakat dan Desa melaporkan Dana
dan ‘ixf'll o 1salurkan scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
o Car (4] kepada Kepala KPPN sclaku KPA Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa. '
Dana Desla yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran
berkutnya.
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf c

disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam
hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran

dan/atau penggunaan Dana Desa.
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7] disampatkan
kepada bupati dengan tembusan kepada Camat, Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan d. n Aset Daerah [BPKAD), Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kepala KPPN selaku

KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas wakrtu
tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
Pasal 51
Camat menyampaikan kepada Kepala Badan
dan Aset Dacrah (BPKAD) melalui Kepala

Bupati melalui
relolaan Keuongan
g‘-_’”bc Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menyalurkan
inas Pe ) |
kembali Dana Desa yiang ditunda dalam hal :
e ! |
Jcumen persyuriatan penyaluran sebagannana dimaksud
me . . hagain
< 50 ayat (1] hurula telah diterima;

" dalam Pasul !
b, sisa Dana Desa di RED b anggaran sebelumnya kurang
: dari atau sami dengan 3050 dan |
sulan pencabutan rekomendast penundaan dari
c. terdapat U as fungsional daerah.

aparat pengaw

Dipindai dengan CamScanner
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~ 57
(2) Dalam hpy) p
! CNuncdyy,
i)y
dimalksug dalﬁln ']Vn[, IJf.‘n_'lrnhlrnn Dana
sampat dcngn_n bcrizikh' (1) hupgr i tlan lIlu Jr?" i
dapat L'“Hﬂhlrk;jn lap riyy lahyn aNprarn rufl r lJ.--rl;er:‘r:nnFi
0 e RKD tnpy mr'n}'ul'”' Sogsintobi-
AL sisa Dana [Desa di

RKUD.

(3] Bupati melajy; g
(BPKAD) nlcjﬂ[)or;:::]j] ,Pen!!fﬁn.lu.-m Keuangan dan A
disnaksud ) ‘]} n( 8158 Dang Desy .«[,"RKUE,” 'lw:r Dnerah

' a ayar (o sebagaimana
Penyaluran DAK Fisi) dnnJD.!:rclp{gﬂ Kepala Kppy selaku  KPA
ana Desa,

(4) Bupati melajy; Camat .
vang bCr‘Sﬂng}mmn o f?mbﬂ“l"ltahuknn kepada Kepala Desa
penyalurannyy :t;cbng:'ﬂm-nscnaf Jana Desa yang ditunda
J:ﬂil‘ﬂbﬂt alchir bulan Nmm:lnd dimaksud pada ayat (2} paling
dianggarkan kembali daj, 301“ o BTN S g
berikataya, I rancangar APBDes tahun anggaran

5) Bupati melaluj k.

( . ;—ah {BPﬂ}é;;j }hepula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
———" sﬂbﬂgmﬂnme;l.ganggarkan kembali sisa Dana Desa di
AEDy R @ dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan

anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

I .
telah memenuhi persyaratan penvaluran

(6) Dalam hal Desa
SEbej“_‘m minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan,
bupati melalui Badan Pengelolaan Keuvangan dan Aset Daerah
(BPKAD) menvampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa

tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada

Kepala KPPN selaku KPA Penvaluran DAK Fisik dan Dana Desa
paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran

berjalan.
(7) Dalam hal Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah [BPKAD) tidak menyampaikan permintaan penyvaluran
kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di
RKUD sébagaimana dimaksud pada ayat (2] tidak dapat
disalurkan kembali.

Pasal 52

(1) Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) melakukan pemolongan penyaluran Dana Desa dalam

hal setelah dikenalan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa
maksud dalam Pasal &1 ayat (1) huruf b, masih

sebagaimana di , . ,
e ana Desa di RKD lebih dari 30% [tiga puluh

terdapat sisa D
persen).

(2] Pemotongan penyalll
ayat (1) dilakukan pa

berikutnya.

ran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
da penyaluran Dana Desa tahun anggaran

Dipinaai dengan (.;amscanner
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(3) Bupati melajy; Badan p
(BPKAD) mclnpnrk,m engelolany Kenangan dan Anet Daerah
. mpe . at
sebagaimana (i, Pemotongan penyauran  fana  Dresn

aksud pada e, . e Al
KPA P(!H}-'IIIHTIIH DJ’\K Pi!:i;:f:;:l;:‘““ ”I krl_\mln I'.!‘]].‘l'.‘l KPP e rlaku

']”nﬂ f,i;ng:l_

BAB X
KERUGIAN NEGARA
Paaal 53
(1) Kepala Desa, Sckretarig Deaq

. Kautr Kenangan dan pihal yant.
terkait lungsung

g dengan pelaksanaan Dana Desa yang karena
perbuatannya melanggar hukum iy melalikan kewajiban yang

dibebankan kepadanya  dap secara  langsung merugikan
keuangan desa, wajib mengganti kerugian tersebut.

(2) Kerugian Keuangan Dang Desa sebagaimana dimaksud pada
avat (1) disclesaikan  sesyaj dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan,

BAB X1
. KETENTUAN PENUTUP
L Pasal 54
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

[ 1 b3 angan
Agar sehaj. orang mengetahui, memerintahkan pr:ngl..:l'!l;;'iil:rw
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Benta Lagras

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal |1~ Februari 2020
RING ULU TIMUR

wdangkan di Martapura /
“tanggal 1% Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH )
SPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, N

N OGAN KOMERING ULU TIMUR

PATE
BERITA DAERAH KADY 20 NOMOR 10

TAHUN 20

Dipindai dengan CamScanner
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